ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi baru saja mengabulkan uji materi (judicial review) tentang
penghapusan kata “dapat” dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Tipikor melalui putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Dalam salah satu pertimbangan dalam
putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa penerapan unsur kerugian
negara dengan menggunakan konsepsi actual loss lebih memberikan kepastian hukum yang
adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi antar instrumen hukum dan
menganggap adanya kata “dapat” bertentangan dengan undang-undang dasar 1945. Banyak
yang menyambut positif putusan ini seperti halnya advokat yang mampu melakukan
penegakan hukum maksimal terhadap kliennya yang selama ini selalu di rugikan dengan
tafsiran kata ‘“dapat” tersebut, Namun tidak sedikit pula yang menyesalkan putusan
Mahkamah konstitusi tersebut karena di anggap bertentangan dengan semangat
pemberantasan korupsi khususnya yang dilakukan KPK.

Putusan tersebut memiliki arti yang berbeda dalam sudut pandang penegak hukum
kita, khususnya Advokat dan KPK serta juga akan berpotensi berubahnya cara penegakan
hukum yang dilakukan Advokat dan KPK, maka tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana perspektif Advokat dan KPK terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang penghapusan kata “dapat” dan Bagaimana praktek
penegakan hukum yang dilakukan Advokat dan KPK pasca putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut. Jenis penelitian ini berupa penelitian hukum normatif yang berdimensi empiris dan
metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.
Sesuai dengan metode yang digunakan yakni yuridis normatif dan yuridis empiris, maka
pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data berupa metode analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa Perspektif advokat Pasca putusan MK
Nomor 25/PUU-XIV/2016 yaitu perubahan delik formil menjadi delik materiil dianggap
lebih memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945, karena unsur kerugian negara haruslah nyata (actual loss) dan dapat
dibuktikan terlebih dahulu. Sementara Perspektif KPK terhadap putusan tersebut dinilai
kontraproduktif dalam upaya mencegah kerugian keuangan negara akibat korupsi.
Implikasinya adalah KPK semakin sulit untuk menjerat tindak pidana korupsi yang dari
sektor sumber daya alam atau lingkungan yang sifatnya berpotensi merugikan keuangan
negara (potensial loss). Praktek penegakan hukum yang dilakukan oleh advokat pasca
putusan MK belum sepenuhnya optimal, karena masih banyak advokat yang tidak
menggunakan dasar putusan MK tersebut sebagai dasar pembelaannya walaupun sebagian
sudah. Bahkan, hakim dalam pertimbangannya masih menggunakan delik formil dalam
melihat UU Tipikor. Sementara Praktek penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK pasca
putusan MK adalah seperti biasanya karena sebelum adanya putusan MK tersebut, KPK
selalu mendasarkan kerugian keuangan negara secara pasti, jika pun mereka membuat
kerugian negara secara potensi, juga melampirkan yang pasti (Keduanya), terkait Potensi
tersebut KPK mempunyai maksud dan tujuan mengembalikan kerugian keuangan negara
secara optimal, di mana kerugian keuangan negara tidak hanya kerugian materiil dari korupsi,
tetapi juga kerugian ekologis, biaya pemulihan lingkungan, dan kerugian ekonomi
lingkungan.
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